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BAWASLU MUNA BARAT TUNDA PEMUNGUTAN SUARA DUA TPS 

 

Sumber gambar: 

https://sultra.antaranews.com/berita/455298/bawaslu-muna-barat-tunda-pemungutan-suara-

dua-tps  

 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna Barat (Mubar), Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) Awaludin Usa mengatakan pemungutan suara di tempat 

pemungutan suara (TPS) pada dua TPS pada dua desa berbeda di tunda. 

"Dua TPS itu yakni Desa Tanjung Pinang dan TPS Desa Lapokainse, Kecamatan 

Kusambi," kata Ketua Bawaslu Muna Barat, Awaluddin Usa, Rabu. 

Menurut Awaludin Usa penundaan itu dilakukan karena panitia pengawas 

kecamatan (Panwascam) setempat menemukan surat suara daerah pemilihan (dapil) tiga 

Sultra tertukar dengan dapil enam Sultra. 

"Dan saat pemungutan suara sedang berlangsung dan sudah dicoblos dan 

dimasukkan ke dalam kotak suara. Untuk TPS 2 Tanjung Pinang itu ada 33 orang yang 

sudah mencoblos. Kemudian TPS 2 Lapokainse lebih 60 orang yang sudah mencoblos 

berdasarkan daftar hadir di kelompok panitia pemungutan suara (KPPS)," terang 

Awaludin. 

Awaludin menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut Panwascam Kecamatan 

Kusambi akan menggelar pleno guna menerbitkan rekomendasi untuk diberikan kepada 

panitia pemilihan kecamatan (PPK) setempat. 

"Sekarang ini lagi dalam proses kajian pembuatan rekomendasi apakah 

pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan," ujarnya. 
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Lanjutnya, kalau pemungutan suara lanjutan maka dilanjutkan dimana tahapan 

berhenti.  

"Lagi dikaji ini kecenderungannya bisa jadi pemungutan suara lanjutan. Hari ini 

mau disampaikan ke KPU Mubar selanjutnya KPU yang mempersiapkan pemungutan 

suara itu diulang atau lanjutan," sambungnya. 

Awaludin mengungkapkan dari pabrik surat suara itu sudah di kepak sesuai 

kebutuhan di kabupaten dan pendapilannya. Dan tiba di KPU Mubar surat suara itu 

kembali disortir.  

"Sortir di KPU Mubar bisa jadi mereka hanya melihat cacatnya atau rusaknya dan 

tidak melihat kertas suara dari dapil mana. Apalagi yang dilibatkan yang melipat ini pihak 

luar. Yang tentu tidak tahu soal itu. 

Awaludin bilang perihal pemungutan suara di TPS dua Tanjung Pinang dan TPS 

dua Lapokainse tersebut pengkajiannya harus sesuai dengan regulasi. 

"Kemudian apapun hasilnya dalam rangka menjamin hak pilih dan hak peserta 

pemilu harus ditindaklanjuti apakah dia ulang atau lanjutan. Kalau ulang itu paling lambat 

tiga atau sepuluh hari. Kalau lanjutan paling lambat sepuluh hari," sebutnya. 

Ketua KPU Mubar La Tajudin mengatakan mengenai persoalan penundaan 

pemungutan suara di Desa Tanjung Pinang dan Lapokainse itu pihaknya sudah menerima 

rekomendasi dari Bawaslu Mubar. 

"Jadi rekomendasi Bawaslu sudah masuk dan KPU Mubar akan menindaklanjuti 

rekomendasi tersebut," jawabnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://sultra.antaranews.com/berita/455298/bawaslu-muna-barat-tunda-

pemungutan-suara-dua-tps, “Bawaslu Muna Barat Tunda Pemungutan Suara 

Dua TPS”, tanggal 14 Februari 2024; 

2. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/14/bawaslu-hentikan-pemilihan-di-dua-

tps-di-mubar,  “Bawaslu Hentikan Pemilihan di Dua TPS di Mubar”, tanggal 14 

Februari 2024. 

 

Catatan Berita: 

1. Pemilu dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
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dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu dalam Pasal 1 ayat 17 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor I Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS Pasal 1 ayat 26 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor I Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara. 

4. Asas dalam penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

5. Prinsip dalam penyelenggaran pemilu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip; 

a. Mandiri; 

b. Jujur; 

c. Adil; 

d. Berkepastian hukum; 

e. Tertib; 

f. Terbuka; 

g. Proporsional; 

h. Profesional; 

i. Akuntabel; 

j. Efektif; dan 

k. Efisien 
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